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BAB III 

DESKRIPSI LATAR PENELITIAN 

 

A. Sekilas Tentang Kota Mojokerto 

Kota Mojokerto terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan mengganti fungsi wilayah sebelumnya 

yakni Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto menjadi Pemerintah Kota 

Mojokerto. Luas keseluruhan wilayah kota Mojokerto adalah 16.42 km2. Kota 

Mojokerto hanya terbagi atas 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan 

Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan, yang terdiri dari 18 Kelurahan. 

Kota Mojokerto terletak di tengah kabupaten Mojokerto.  

1. Kota Mojokerto secara Geografi, Topografi dan Demografi. 

a. Secara Gegrafi 

Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Kota Surabaya yang  terletak 

pada posisi 7° 27' 0,16" - 7° 27' 37,11"  Bujur Timur. dan antara 112° 24' 

14,33” - 112° 27 24”  lintang  selatan.  Kondisi permukaan tanah memiliki 

kemiringan ke timu dan ke utara antara 0-3 persen, dengan  ketinggian 22 

m diatas permukaan laut. Secara geografis Kota Mojoketo berbatasan 

dengan kecamata Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :    

1) Sebelah selatan dengan: Kec. Sooko dan Kec. Puri Kab. 

Mojokerto. 

2) Sebelah Utara dengan: Sungai Brantas. 
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3) Sebelah Barat dengan  : Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
1
   

 

Secara Umum, wilayah Kota Mojokerto dibagi menjadi 2 

Kecamatan, 18 Kelurahan, 661 Rukun Tetangga (RT), 177 Rukun Warga 

(RW) dan 70 Dusun/ Lingkungan. Kota Mojokerto merupakan satu-

satunya daerah di Jawa  Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan 

wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang 

tinggi. 

 

b. Secara Topografis. 

Wilayah Kota Mojokerto terletak pada ketinggian ±22 meter dari 

permukaan laut dan kemiringan tanah 0% - 3%. Dengan demikian dapat 

diperlihatkan bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang 

relatif datar, sehingga alirah sungai/saluran menjadi relatif lambat dan hal 

ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul 

kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi 

hujan.  

 

c. Jenis tanah. 

Kota Mojokerto sebagian besar jenis tanah terdiri dari aluvial 

(62.74%) dan grumosol (37.26%). Dari kondisi tersebut jenis tanah di 

Kota Mojokerto merupakan tanah yang cukup baik untuk usaha pertanian, 

karena tanah tersebut terdiri dari endapan tanah liat bercampur dengan 

pasir halus, berwarna hitam kelabu dengan daya penahan air yang cukup 

                                                 
1
 Diolah dari  data BPN Kota Mojokerto. 
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baik dan banyak mengandung mineral yang cukup baik bagi tumbuh-

tumbuhan.  

 

d.  Hidrologi. 

Wilayah Mojokerto merupakan DAS Brantas sepanjang 3,50 km, 

DAS Kali Brangkal sepanjang 2,25 km dan Kali Sadar sepanjang 2 km, 

yang manfaatnya cukup besar bagi kehidupan penduduk, khususnya untuk 

keperluan irigasi pertanian.  

 

e. Iklim 

Iklim di wilayah Kota Mojokerto dicirikan dengan adanya musim 

hujan dan musim kemarau dengan curah hujan rata-rata 10,58 mm. Curah 

hujan tersebut mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung pola 

pertanaman yakni intensitas penggunaan tanah dan tersedianya air 

pengairan. Sedangkan temperatur mencapai 220 - 310 dengan kelembaban 

udara 74,3 - 84,8 Mb / hari dan kecepatan angin rata-rata berkisar 3,88 - 

6,88 knot / bulan.
2
  

 

f. Secara Demografi 

Jumlah penduduk Kota Mojoketo menurut jenis kelamin hasil sensus 

2014, seperti tergambar pada tabel dibawah ini: 

  

                                                 
2
 Sumber Data : BPN Kota Mojokerto. 
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Tabel: 3.1 Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan 
Jenis Kelamin Akhir Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
g. Sekilas Mengenai Perekonomian  

Kota Mojokerto Pembangunan ekonomi yang digambarkan oleh 

pertumbuhan ekonomi, selalu dijadikan salah satu target rencana strategi 

pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dan berkelanjutan merupakan keharusan bagi kelangsungan 

pembangunan ekonomi suatu wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Proses pembangunan ekonomi jangka panjang biasanya akan 

membawa dampak perubahan struktur ekonomi suatu wilayah. Dari sisi 

produksi, perubahan struktur ekonomi umumnya terjadi dari wilayah 

Kelomp

ok 

Umur 

Laki-laki 

Tahun 2014 

Perempuan  

Tahun 2014 

Jumlah 

1 2 3 4 

0 – 4 5 345 5 168 10 513 

5 – 9 5 690 5 550 11 240 

10 – 14 6 045 5 594 11 648 

15 – 19 5 362 5 144 10 506 

20 – 24 5 110 5 109 10 219 

25 – 29 5 372 5 435 10 807 

30 – 34 6 541 6 429 12 970 

35 – 39 5 923 5 705 11 628 

40 – 44 5 373 5 398 10 771 

45 – 49 4 912 5 109 10 021 

50 – 54 4 030 4 503 8 533 

55 – 59 3 577 3 688 7 265 

60 – 64 2 582 2 517 5 099 

65 – 69 1 362 1 701 3 063 

70 – 74 1 010 1 368 2 378 

75 

Keatas 

1 054 1 962 3 016 

J u m l a 

h 

69 297 70 380 13 9673 
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berbasis sektor pertanian menjadi wilayah berbasis sektor industri, yang 

tergambar dari tingginya peran industri manufaktur. 

 

h. PDRB Menurut Pengeluaran 

Perekonomian di Kota Mojokerto secara riil ditunjukkan oleh 

aktivitas ekonomi sektoral tetapi dapat juga dilihat dari komponen 

pengeluarannya. Secara umum, sejalan dengan peningkatan pada 

perekonomian sektoral, yang mempengaruhi peningkatan konsumsi PDRB 

pengeluaran  secara rata-rata atas dasar harga berlaku pertumbuhan nilai 

konsumsi rumahtangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah dan 

pembentukan modal tetap bruto dari tahun 2010 sampai dengan 2014 

menunjukkan peningkatan. Penyajian angka PDRB menurut kompoen 

pengeluaran tahun ini masih merupakan angka sementara. Untuk nilai 

konsumsi rumah tangga pada tahun 2010 mencapai 2.212,03 milyar rupiah 

dan terus meningkat sampai dengan tahun 2014 sebesar 3.221,09 milyar 

rupiah. Untuk nilai konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba pada tahun 2010 

sebesar 26,28 milyar rupiah naik menjadi 46,45 milyar rupiah pada tahun 

2014. Untuk nilai Konsumsi Pemerintah tahun 2010 sebesar 547,67 milyar 

rupiah meningkat menjadi 919,25 milyar rupiah di tahun 2014. Juga nilai 

PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tahun 2010 sebesar 1.237,62 

milyar rupiah dan di tahun 2014 menjadi sebesar 1.743,95 milyar rupiah. 

Sedangkan nilai komponen pengeluaran atas dasar harga konstan 

2000 dimana nilai Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2010 sebesar 
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2.212,03 milyar rupiah dan meningkat sampai dengan tahun 2014 sebesar 

2.694,36 milyar rupiah. Untuk nilai konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 

pada tahun 2010 sebesar 26,28 milyar rupiah naik menjadi 33,80 milyar 

rupiah pada tahun 2014. Untuk  nilai Konsumsi  Pemerintah tahun  2010  

sebesar  547,67  milyar rupiah meningkat   menjadi 643,13 milyar rupiah 

di tahun 2014. Juga nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tahun 

2010 sebesar 1.237,62 milyar rupiah dan di tahun 2014 menjadi sebesar 

1.484,64 milyar rupiah. 

 

Gambar 3.1 

Nilai Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Swasta Nirlaba dan Pemerintah 

Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2014 

 

dalam satuan milyar rupiah. 

Jika dilihat dari pertumbuhan atas dasar harga berlaku, secara 

keseluruhan di setiap komponen pengeluaran mempunyai pertumbuhan 
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yang berfluktuasi mulai tahun 2010 sampai dengan 2014. Konsumsi rumah 

tangga mempunyai tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 yaitu 

sebesar 4,40 persen. Namun pada tahun 2014 laju komponen ini kalah 

tinggi dibandingkan dengan konsumsi LNPRT yang mencapai 11,73 

persen.
3
 

Sedangkan dari sisi distribusi persentase terhadap total PDRB atas 

dasar harga berlaku, kontribusi terbesar pembentuk nilai PDRB menurut 

komponen pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga yaitu pada kisaran 

72-74 persen pada tahun 2010 sampai 2014. Untuk konsumsi Lembaga 

Swasta Nirlaba mempunyai andil sebesar 0,88 persen, konsumsi 

Pemerintah sebesar 18,33 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB) 41,43 persen di tahun 2010. Pada tahun 2014 konsumsi Lembaga 

Swasta Nirlaba mempunyai andil sebesar 1,05 persen, konsumsi 

Pemerintah sebesar 20,73 persen dan PMTB 39,34 persen.
4
 

 

B. Pengertian Bank dan Perbankan Syariah 

Menurut Undang-undang no 21 tahun 2008 Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. Sementara Perbankan Syariah menjadi 

kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus semakin meningkat, dan sejalan 

dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya 

                                                 
3
 Produk Domestik Regional Bruto Kota Mojokerto Th. 2010-2014.  

4
 Ibid,. 
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masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan 

system ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, 

pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip-pirinsip syariah. Jadi 

perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank 

lainnya.
5
  

1. Jenis Bank Syariah 

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan 

bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. 

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 

konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank 

Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan pprinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah 

(BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah 

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkakn oleh lembaga yang memilikikewenangan dalam penetapan fatwa 

di bidang syariah. 

                                                 
5
 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 12. 
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BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit 

Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum 

Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di 

kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai 

kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah. 

Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU 

Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam 

melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, 

dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, 

pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, 

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 

 

2. Fungsi Bank Syariah  

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat 

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima 

dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya 

(antara lain denda terhadap nasabah atau ta’zir) dan menyalurkannya kepada 
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organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun 

dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada 

pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan 

beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki 

setidaknya empat fungsi, yaitu (1) fungsi manajer investasi; (2) fungsi 

investor; (3) fungsi sosial; dan (4) fungsi jasa keuangan. Keempat fungsi 

tersebut akan dibahas secara detail sebagai berikut: 

a. Fungsi Manajer Investasi 

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpun dana oleh bank 

syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini,  bank syariah 

bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul mal) 

dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang 

produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan 

yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. 

Imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada 

pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib dalam mengelola 

dana mudharabah. Makin besar pendapatan bank yang dapat 

dibagihasilkan, makin besar pula imbalan yang akan diberikan kepada 

pemilik dana, kendati nominal uang yang ditempatkan oleh nasabah di 

bank syariah tersebut adalah sama dengan jumlah yang ditempatkan pada 

bulan atau periode sebelumnya. 
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Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan 

konsep nisbah bagi hasil  atas persentase pendapatan yang diperoleh. Hal 

ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak 

semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, 

melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank. Salah satu 

implikasi dari mekanisme ini adalah bank syariah tidak disarankan untuk 

menerima dana apabila tidak mampu menyalurkan dana tersebut pada hal 

yang produktif. Ini disebabkan karena keterbatasan hasil yang diperoleh 

juga akan dibagi kepada pemilik dana yang baru, yang dananya belum bisa 

disalurkan. Hal ini tentu akan merugikan pemilik dana yang lama, yang 

sekiranya pemilik dana baru tidak ada, mereka akan memperoleh imbalan 

bagi hasil lebih besar. 

 

b. Fungsi Investor 

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor 

(pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakuakn oleh 

bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan 

risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selainitu, dalam 

menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi 

yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi 

akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna’), akad investasi 

(mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah 

muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah. 
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c. Fungsi Sosial  

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada 

bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank 

syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, 

Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen 

ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, 

pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. 

Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan 

kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Instrumen qardhul hasan berfungsi menghimpun 

dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak 

dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh 

yang memberi. Selanjutnya, dana qardhul hasan disalurkan untuk (1) 

pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial  dan fasilitas umum 

masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak 

memenuhi kriteria halal); (2) sumbangan atau hibah kepada yang berhak; 

dan (3) pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat 

golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk 

mengembalikan pinjaman tersebut. 

 

d. Fungsi Jasa Keuangan 

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah 

berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, 

transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan 
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lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan 

keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan 

skema yang sesuai dengan prinsip syariah. 

3. Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah  

Penghimpuan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank 

konvensional maupun syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen 

tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak 

ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana bank 

syariah tidak didasarkan pada nama instrumen tersebut melainkan berdasarkan 

pada prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada 

dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. 

a. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah 

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu 

maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang 

penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. Wadiah dibagi atas 

dua, yaitu wadiah yad-dhamanah dan wadiah yad-amanah. Wadiah yad-

dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip 

dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan 

tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima 

titipan. Prinsip titipan wadiah yad-amanah adalah penerima titipan tidak 

boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil 

kembali titipannya. 
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Berdasarkan fatwa DSN tentang tabungan wadiah, baik giro 

wadiah dan tabungan wadiah sifatnya adalah titipan yang bisa diambil 

kapan pun oleh penitip tanpa adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali 

dalam bentuk pemberian atau bonus yang bersifat sukarela dari pihak 

bank. 

Prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syariah 

adalah wadiah yad-dhamanah dan biasa disingkat dengan wadiah.  

 

b. Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah 

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha 

dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak  kedua bertanggung 

jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut 

dengan istilah shahibul mal, sedang pihak yang mengelola usaha biasa 

disebut dengan istilah mudharib. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai 

dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, 

jika terjadi kerugian, shahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari 

hasil kerjanya selama proyek berlangsung. 

Berdasarkan PSAK 105, mudharabah dibagi atas tiga, yaitu 

mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah 

musyarakah. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah yang meemberi 

kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batas 

apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Mudharabah muthlaqah 

biasa disebut juga dengan investasi tidak terikat. Mudharabah 

muqayyadah, yaitu shahibul mal, memberi batasan kepada mudharib 
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dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun 

konsumen. Mudharabah muqayyadah biasa disebut juga dengan investasi 

terikat. 

1) Tabungan Mudharabah 

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi 

tiddak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan 

itu. Sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi. Adapun 

insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang 

wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada 

setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung 

sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam hal pengembalian dana, 

tabungan wadiah dijamin akan dikembalikan semua oleh bank, tetapi 

pada tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua. Tidak 

dijaminnya pengembalian tabungan mudharabah terkait dengan prinsip 

mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung 

seluruhnya oleh shahibul mal sepanjang kerugian tidak disebabkan 

oleh kelalaian mudharib. Kendati secara teori dimungkinkan 

menanggung kerugian bank syariah, dalam praktik, nasabah tabungan 

mudharabah hampir tidak pernah mengalami hal demikian, kecuali 

bank syariah tersebut mengalami kebangkrutan.  
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Berdasarkan fatwa DSN Nomor 2 Tahun 2000 tentang 

tabungan, disebutkan ketentuan tentang tabungan mudharabah adalah 

sebagai berikut :  

a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul mal 

atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau 

pengelola dana. 

b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan 

mudharabah dengan pihak lain. 

c) Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan 

bukan piutang. 

d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi 

haknya. 

f) Bank tidak diperkenankan mengurai nisbah keuntungan naabah 

tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

 

2) Deposito Mudharabah 

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema 

pemilik dana (shahibul mal) memercayakan dananya untuk dikelola 

bank (mudharib) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

113 

 

dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam 

transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib 

memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara 

pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan 

serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. 

Periode penyimpanan dana biasanya didasarkan pada periode 

bulan. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu 

yang disepakati. Adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana 

deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah atau 

dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa 

memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah. 

 

c. Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah  

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan 

skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli 

memiliki beberapa bentuk, yaitu murabahah, salam, dan istishna’. Skema 

investasi terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. 

Sementara itu, skema sewa terdiri atas ijarah dan ijarah muntahiya 

bittamlik. 

1) Prinsip Jual beli 

Prinsip jual beli terdiri atas tiga, yaitu murabahah, salam, dan 

istishna’. 
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a) Jual Beli dengan Skema Murabahah 

Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk 

nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang 

bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada 

pembiayaan dengan skema murabahah, bank adalah penjual, 

sedang nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. 

Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah 

berupa margin atau selisih barang yang dijual oleh bank dengan 

harga pokok pembelian barang. secara angsuran kepada bank 

dalam jangka waktu yang disepakati. 

 

b) Jual Beli dengan Skema Salam 

Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang 

pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum 

barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank 

untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedang yang 

bersangkutan kurang memiliki bargaining power dengan penjual 

dibanding dengan sekiranya pembelian barang dilakukan oleh 

bank. Dalam skema ini, bank sebagai penjual memperoleh 

keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga 

pokok pembelian barang yang dilakukan pada pemasok. 
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c) Jual Beli dengan Skema Istishna’ 

Jual beli dengaan skema istishna’ adalah jual beli yang 

didasarkan atas penugasan atau pesanan oleh pembeli kepada 

penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu 

produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan 

menjualnya dengan harga yang disepakati. Oleh karena bank hanya 

sebagai penjual, sedang pembuatan produk dilakukan oleh pihak 

lain, yaitu produsen, bank juga biasanya melakukan kontrak 

istishna’ dengan produsen untuk membeli produk sebagaimana 

diinginkan oleh nasabah pembiayaan. Skema double istishna’ ini 

biasa disebut dengan istishna’ paralel. Cara pembayaran skema ini 

dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan 

sampai jangka waktu akad. 

 

d) Prinsip Investasi 

Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah 

terdiri atas investasi dengan skema mudharabah dan investasi 

dengan skema musyarakah. 
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(1) Investasi dengan Skema Mudharabah 

Pada dasarnya, penyaluran dana dengan skema 

mudharabah sama dengan penghimpunan dana. Dalam 

transaksi penghimpunan, bank adalah mudharib (pengelola 

dana), sedang nasabah penabung/deposan adalah shahibul mal 

(pemilik dana). Aakan tetapi, pada transaksi penyaluran dana 

dengan skema mudharabah, bank bertindak sebagai shahibul 

mal yang memberi kewenangan kepada mudharib untuk 

menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, 

pelanggan maupun pemasok. Bank memeperoleh pendapatan 

dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank. Adapun pada 

mudharabah muqayyadah, bank hanya berperab sebagai agen 

yang menghubungkan nasabah pembiayaan mudharabah 

muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dalam 

kegiatan investasi oleh nasabah yang menerima pembiayaan 

mudharabah muqayyadah. Dari upaya bank memfasilitasi 

pemilik dana dan pengelola dana mudharabah muqayyadah 

tersebut, bank memperoleh fee sejumlah tertentu yang telah 

disepakati. 

 

(2) Investasi dengan Skema Musyarakah 

Investasi dengan skema musyarakah adalah kerja sama 

investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal 

mereka pada suatu ussaha tertentu dengan pembagian 
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keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung 

semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. 

Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah 

pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. 

Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakana modal 

untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah 

berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, mitra dapat 

mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah 

disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada 

bank. 

 

e) Prinsip Sewa 

Prinsip skema terdiri atas dua skema, yaitu skema ijarah 

dan skema ijarah muntahiya bittamlik. 

(1) Sewa dengan Skema Ijarah 

Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa-

menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk 

mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam 

transaksi sewa dengan skema ijarah, bank adalah pemilik objek 

sewa, sedang nasabah adalah penyewa. Transaksi  ini dapat 

diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan 

manfaat dari objek  sewa yang disediakan bank dan tidak untuk 

memilikinya. Skema ini oleh perbankan syariah dapat 
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dipergunakan untuk keperluan sewa barang maupun sewa jasa. 

Beberapa bank belakangan ini mulai menggunakan skema ini 

untuk memfasilitasi nasabah membiayai kebutuhannya 

terhadap jasa pendidikan, kesehatan, dan bahkan aktivitas 

rekreasi yang memerlukan biaya tertentu. Dengan skema ini, 

nasbah difasilitasi oleh bank untuk menggunakan jasa 

kesehatan di rumah sakit, jasa pendidikan di suatu institusi 

pendidikan, ataupun jasa rekreasi melalui biro perjalanan. 

Selanjutnya, atas penggunaan fasilitas tersebut, nasabah 

membayar kepada bank baik secara tunai maupun secara 

angsuran. 

 

(2) Sewa dengan Skema Ija>rah Muntahiya Bi al-tamli>k 

Sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik adalah 

transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan 

penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang 

disediakannnya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat 

tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi 

ijarah, transaksi ijarah muntahiya bittamlik memberi hak pilih 

pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa. 
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C. PT. BPR Syariah Kota Mojokerto. 

1. Profil PT. BPR Syariah Mojokerto 

PT. BPR Syariah Kota Mojokerto sebagai perusahaan milik 

pemerintah daerah sudah barang tentu sebagai bagian organ pemerintah daerah 

yang harus ikut mendukung program-program pemerintah kota disegala 

bidang terutama sektor keuangan dan perekonomian daerah, PT. BPRS Kota 

Mojokerto sebagai perusahaan daerah yang pembinaannya dilakukan  

pemerintah kota, juga dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan 

Permendagri No. 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat 

Milik Pemerintah Daerah.  

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka 

kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan 

tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai 

lembaga berikut perangkatnya. 

Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi 

daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Pemerintah Kota Mojokerto sangat memerlukan peran lembaga keuangan 

yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya 

Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan 

mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat daerah secara merata. Bentuk lembaga keuangan yang sesuai 
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dengan kondisi daerah Kota Mojokerto yang sangat ideal adalah Lembaga 

Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah 

(BPRS).   

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto senantiasa 

berupaya untuk tetap eksis dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh 

nasabah khususnya maupun seluruh lapisan masyarakat Mojokerto dan 

sekitarnya secara umum, PT. BPRS Kota Mojokerto juga harus mampu 

mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada saat ini. 

Namun, dengan adanya keterbatasan sumber daya dan sumber 

pendanaan maka perlu dilakukan analisa penyerapan dari pendanaan yang ada 

serta sumber pendanaan sendiri dari nasabah yang sudah ada maupun 

pengembangan kedepannya. Perlu dilakukan peningkatan pengelolaan 

perusahaan dengan sistem manajemen yang baik dan profesional agar dapat 

memenuhi kebutuhan stakeholders sehingga tujuan dari peningkatan ekonomi 

masyarakat Mojokerto dan sekitarnya dapat dicapai, khususnya pegiat UKM 

dan IKM. 

Untuk itu, diperlukan penyusunan program-program kerja, anggaran 

dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat digunakan oleh pihak 

manajemen sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan dan 

pengembangan perusahaan. Program-program dan perencanaan tersebut 

berguna untuk memberikan arah terhadap perkembangan dan perbaikan 

perusahaan. 
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Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas Pemerintah Kota 

Mojokerto mendirikan PT. BPRS Kota Mojokerto, dengan data-data sebagai 

berikut:  

a. Status Hukum  

PT. BPRS Kota Mojokerto berkedudukan di Jl. Mojopahit No. 382 

Mojokerto,   didirikan berdasarkan : 

1) Akta Notaris Ermawati, SH, No 1 tanggal 11 Pebruari 2011. 

2) Pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam 

Surat Keputusan nomor AHU-21075.AH.01.01.Tahun 2011 

tanggal 27 April 2011, Tentang Pengesahan Badan Hukum 

Perseroan PT. BPRS Kota Mojokerto.  

3) Ijin Prinsip Pendirian PT. BPRS Kota Mojokerto oleh Bank 

Indonesia, No: 13/66 /DPbs tanggal 26 Januari 2011. 

4) Ijin Usaha PT. BPRS Kota Mojokerto oleh Bank Indonesia, 

No.13/1163/DPbs tanggal 16 Juni 2011. 

5) Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT. BPRS Kota 

Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengesahkan dalam 

sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah 

Kota Mojokerto. 

6) NPWP : 49.672.174.7-602.000 
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b. Permodalan 

Berdasarkan akta pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Kota Mojokerto, Akte Notaris Ermawati, nomor 1 tanggal 11 Pebruari 

2011, adalah sebagai berikut : 

1) Modal Dasar Perseroan sejumlah Rp. 8.000.000.000,-  (delapan 

milyar rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham 

masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu 

rupiah). 

2) Dari Modal Dasar tersebut diatas telah disetor sejumlah 20.200 

(dua puluh ribu dua ratus) saham dengan nilai Rp.  2.020.000.000,- 

(dua milyar dua puluh juta rupaih), dengan rincian masing-masing 

Persero adalah sebagai berikut : 

a) Pemerintah Kota Mojokerto: 20.000 lembar saham  

Rp.2.000.000.000,- (99%) sebagai Pemegang Saham 

Pengendali. 

b) Suyetno : 200 lembar saham Rp.  20.000.000,- (1 % )  

c. Struktur Organisasi 

Tabel 3.2 

 Susanan Pengurus 

DPS  

Drs.KH. Mas’ud Yunus  Ketua  

KH. Rofi’I Ismail Anggota 

Dewan Komisaris  

Ir. Suyitno, Msi Ketua  
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Hartono, SH Anggota 

Direksi  

Choirudin, Shi Direktur Utama 

Reny Triana,SE Direktur 

 

 

Gambar 3.2 

STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2015 PT.BPR SYARIAH KOTA 

MOJOKERTO 
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2. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi  PT. BPR Syariah Kota Mojokerto yaitu:  

Menjadikan BPRS yang terkemuka, profesional, dan bisa memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat Mojokerto khususnya dan masyarakat Jawa 

Timur pada umumnya.
6
 

Misi PT. BPR Syariah Kota Mojokerto sebagai berikut:7  

a. Memberikan pelayanan perbankan Syariah pada masyarakat 

b. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat 

c. Menjadi perusahaan yang profesional, menguntungkan dan 

berkembang 

d. Meningkatkan kualitas pegawai yang profesional dan mengerti 

sepenuhnya aspek-aspek perbankan syariah 

 

3. Produk Simpanan dan Pembiayaan 

Jenis produk PT. BPRS Kota Mojokerto Simpanan dan Pembiayaan 

a. Produk Tabungan :  

1) Tabungan Sibarkah iB ( Simpanan Berkah ) 

2) Tabungan Al Madinah iB ( Tabungan Haji dan Umroh ) 

3) TabunganKU Amanah iB  

4) Tabungan si Edu iB ( Tabungan Pelajar ) 

5) Tabungan Qurban iB 

                                                 
6
 Company Profile BPRS Kota Mojokerto. 

7
 Ibid,. 
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b. Produk Deposito : 

1) Deposito Mudharabah 1 bulan 

2) Deposito Mudharabah 3 bulan 

3) Deposito Mudharabah 6 bulan 

4) Depsotio Mudharabah 12 bulan 

Untuk produk tabungan dan deposito nisbah dan bonus sangat 

bersaing dengan bunga di bank Umum konvensional, realisasi pada Eq rate 

bagi hasil deposito menjukkan prosentase diatas bunga deposito Bank 

Umum. 

 

c. Pembiayaan : 

1) Pembiayaan Al Amanah iB 

2) Pembiayaan Al Syirkah iB 

3) Pembiayaan Ijarah Al Faedah iB 

4) Pembiayaan Pusyar iB 

5) Pembiayaan Rahn iB ( Gadai Emas )  

Untuk Produk Pembiayaan rate yang sangat kompetitif dengan 

BPR, dan lembaga keuangan mikro (koperasi simpan pinjam)  yang ada di 

Kota Mojokerto. Dari kesuluruhan portofolio, pembiayaan modal kerja 

yang paling dominan dan urutan berikutnya adalah pembiayaan komsumsi.  

4. Rencana Operasional 

Rencana Operasional merupakan langkah-langkah implementasi dari 

strategi yang dinyatakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Rencana 

Operasional memuat Rencana Kerja berdasarkan kegiatan-kegiatan yang 
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dialokasikan sesuai dengan waktu pelaksanaan dan anggaran. Berdasarkan 

kegiatan-kegiatan tersebut, PT. BPRS kota Mojokerto bisa menganalisa 

kebutuhan sumber daya dan membangun strategi pendanaan. 

Berdasarkan misi dan visi, BPRS Kota Mojokerto  membangun 

strategi ekspansi berdasarkan penilaian internal dan penilaian eksternal 

institusi (atau lebih dikenal sebagai analisa SWOT – Strengths-Weaknesses-

Opportunities-Threats). Selanjutnya, dalam menjalankan strategi tersebut, 

BPRS Kotsa Mojokerto  perlu menetapkan sasaran utama dan tujuan sebagai 

bagian dari langkah-langkah pelaksanaan (implementasi) strategi. 

Tahap-tahapan implementasi strategi: 

a. Sasaran Utama dan Tujuan 

b. Ukuran, program dan kegiatan-kegiatan 

Tahapan dan langkah-langkah implementasi visi dan misi tersebut 

menjadi dasar pembuatan Rencana Operasional, yang mencakup aspek-aspek: 

a. Produk dan jasa 

b. Saluran distribusi pemasaran 

c. Kebutuhan sumber daya 

d. Manajemen pendanaan 

e. Rencana operasional tahunan 

5. Rencana Finansial 

Rencana Finansial merupakan penjabaran dari strategi dan dibuat 

bersamaan dengan Rencana Operasional. Rencana Finansial dan Rencana 

Operasional berkaitan erat satu sama lain di mana Rencana Operasional 
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menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam 

mengimplementasikan strategi dan Rencana Finansial menjabarkan pendanaan 

untuk kegiatan-kegiatan tersebut. 

Rencana Finansial diawali dengan Strategi Finansial. Strategi Finansial 

merupakan bagian dari Rencana Strategis dan berkaitan dengan usaha 

meningkatkan pertumbuhan portfolio dan peningkatan saldo Dana Pihak 

Ketiga. Dalam hal ini, Strategi Finansial juga  berfungsi sebagai ”Road Map” 

dan “Management Tools”. 

Strategi Finansial merupakan dan dibuat berdasarkan 2 skenario: 

a. Pasar yang sekarang 

b. Pasar yang akan dimasuki (dalam ekspansi pasar) 

Tujuan Strategi Finansial: 

a. Meningkatkan pertumbuhan portfolio pembiayaan 

b. Meningkatkan mobilisasi  Dana Pihak Ketiga yang relatif murah 

c. Memperluas daerah operasi/ jangkauan / bekerja 

d. Meningkatkan profitabilitas 

 

6. Komunikasi dan Sosialisasi Rencana Bisnis 

Perencanaan Usaha (Business Plan) yang terdiri dari Rencana 

Strategis, Rencana Operasional dan Rencana Finansial perlu dikomunikasikan 

kepada seluruh manajemen dan karyawan perusahaan di setiap tingkatan untuk 

mendapatkan dukungan dan komitmen mereka. Hal ini perlu karena setiap 

orang dalam perusahaan perlu memahami rencana usaha tersebut dan peranan 
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mereka masing-masing. Setiap orang dalam perusahaan perlu melaksanakan    

Rencana Usaha dan diwujudkan dalam kegiatan mereka sehari-hari. 

Pembuatan Perencanaan Usaha yang melibatkan semua orang, baik 

dari pihak manajemen maupun karyawan, dalam setiap langkah pembuatannya 

merupakan bagian dari proses komunikasi. 

a. Proses komunikasi bisa dilakukan melalui berbagai media: 

1) Dalam setiap meeting dan pertemuan rutin yang diselenggarakan 

oleh perusahaan 

2) Jaringan komunikasi di dalam (LAN, email) 

3) Presentasi oleh tim penyusun 

4) Brosur / buletin / edaran internal 

5) Booklet Rencana Usaha dicetak / di foto kopi dan dibagikan ke 

pada semua orang 

6) Visi dan Misi dipajang di dinding dan diletakkan di tempat-tempat 

yang strategis dalam kantor 

7) Perkembangan pelaksanaan strategi diumumkan dalam meeting, 

surat edaran dan kegiatan-kegiatan lain dalam perusahaan 

 

b. Proses Komunikasi yang terencana 

Dengan melibatkan semua orang, akan terbangun rasa memiliki 

terhadap Rencana Usaha. Komunikasi merupakan proses yang interaktif 

(dua arah) di mana semua orang dalam tingkatan organisasi dapat 

menyumbangkan ide-ide mereka. Seringkali ide-ide yang bagus datang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

129 

 

dari orang yang tidak terduga dan bisa terjadi di semua lapisan. Karena itu 

proses komunikasi sebaiknya dibuat secara terstruktur dan terencana. 

Langkah-langkah proses komunikasi: 

1) Tugaskan tim penyusun rencana usaha untuk turun ke semua 

tingkatan dalam organisasi dan membuat meeting untuk membahas 

dan meminta masukan untuk perbaikan dan masukan mengenai 

kemajuan pelaksanaan. Dalam pertemuan ini, setidak-tidaknya 

peserta dapat mengenal dan memahami visi, misi dan strategi agar 

mereka dapat menyelaraskan tugas dan pekerjaan mereka dengan 

Rencana Usaha. 

2) Dalam pertemuan ini, setiap bagian dalam organisasi dapat diminta 

untuk membuat Rencana Usaha di tingkatan mereka. 

3) Pastikan bahwa proses yang dibuat di setiap bagian dan tingkatan 

terkait dan terintegrasi secara menyeluruh dengan Rencana Usaha 

perusahaan. 

4) Setelah bertemu dengan setiap bagian, selenggarakan meeting 

untuk mempertemukan semua orang agar semua bisa memberikan 

masukan bagi usulan yang diajukan oleh bagian lain. 

5) Proses di atas disebut juga dengan proses bertingkat (cascading). 

Proses bertingkat ini sangat membantu dalam: 

6) Menjembatani kekurangan atau kelemahan komunikasi dalam 

struktur perusahaan 
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7) Menyediakan informasi terkini yang dibutuhkan dalam pembuatan 

keputusan oleh manajemen 

8) Adanya visi dan misi membuat karyawan memiliki jati diri yang 

lebih jelas dalam kaitan dengan pekerjaan – yaitu dengan 

mengetahui peranan dan sumbangan yang dapat mereka berikan ke 

pada masyarakat 

9) Setiap orang memiliki kesempatan untuk menyumbang dan 

berpartisipasi dalam keberhasilan perusahaan 

 

7. Pengurus dan Manajemen PT. BPRS Kota Mojokerto 

Pemerintah Kota Mojokerto sebagai pemilik mempunyai  komtmen 

yang sangat kuat dalam meningkatkan perekonomian Kota Mojokerto hal ini 

terlihat pada program pemberdayaan ekonomi melibatkan BPRS Kota 

Mojokerto. 

Direksi memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pencapaian misi 

yang diemban perusahaan, dengan indikasi fungsi intermediasi yang telah 

berjalan dengan baik, dari ratio FDR selama ini sangat baik, pembukaan 

kantor cabang pada daerah potensial merupakan  bentuk komitmen 

manajemen dalam pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil. Direksi semua 

telah telah lulus sertfikasi dan pegalaman dibidang perbankan telah lebih 10 

tahun, 

Sistem pelaporan telah mengacu pada system pelaporan yang 

ditentukan Bank Indonesia dan OJK mengenai transparansi laporan keuangan 

yang secara berkala per triwulan melaporkan laporan publikasi serta setiap 
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tahun dilakukan audit oleh Akuntan Publik. Secara internal terdapat pula 

resident auditor yang berfungsi melakukan pengawasan tehadap operasional 

harian dan bertanggung jawab terhadap Direksi. 

 

8. Sumber Daya Manusia PT. BPRS Kota Mojokerto 

Struktur organisasi sudah mengakomodir kondisi kebutuhan 

operasional saat ini, Masing-masing bagian telah memiliki job description 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sistem rekuitmen pegawai melalui 

mekanisme penerimaan pegawai yang diumumkan di radio dan Koran. 

Sedangkan untuk pendidikan dan pelathan setiap tahun dianggaran 5 % dari 

total biaya personalia tahun lalu untuk biaya pendidikan yang dkerjasamakan 

dengan lembaga pendidikan dan konsultan seperti LPPI, Asbisindo dan 

lembaga-lembaga pendidikan yang berkaitan dengan Perbankan  

Adminsitrasi kepegawaian mulai dari absensi dengan sistem sidik jari 

(fingerprint) dan system penggajian yang terintegrasi dengan rekening 

tabungan masing-masing pegawai. Sistem Akuntasi dan MIS yang digunakan 

telah terintegrasi dari front office sampai back office sampai tahap pelaporan. 

 

9. Tehnologi Informasi 

Sistem MIS yang telah ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan mulai 

dari tabungan, deposito, pembiayaan (core banking) dan laporan keuangan 

(neraca, laba rugi, arus kas, buku besar dll) yang kesemuanya dikontrol oleh 

bagian resident auditor sebagai internal control pada system dan prosedur. 
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10. Manajemen Keuangan 

Laporan Keuangan setiap bulan selalu dilaporkan kepada Komisaris, 

Bank Indonesia dan triwulan dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan 

pengumuman, Koran local dan website. Secara berkala dilakukan peninjauan 

antara anggaran tahunan dengan realisasi anggaran dan dilakukan evaluasi 

terhadap pencapaian tersebut. Ratio keuangan selalu dipantau utamanya pada 

Cash Ratio yang setiap saat dilakukan pengecekan untuk memastikan 

cadangan likuiditas tetap terjaga. 

 

11. Jobdesk (Gambaran Tugas) 

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi PT. 

BPR Syariah Kota Mojokerto sebaggai berikut:
8
 

a) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab utama 

untuk: 

1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada 

Direksi. 

2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dapat 

mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya. 

3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk 

memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 

                                                 
8
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0mor 3 /POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. 
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b) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab 

utama untuk: 

1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat 

BPRS. 

2) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling 

banyak 3 (tiga) orang. 

3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu 

anggota DPS. 

4) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai  anggota DPS 

paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. 

 

c) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk: 

1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan 

BPRS. 

2) Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam 

anggaran dasar BPRS dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku bagi perbankan syariah. 

3) Pengelolaan  BPRS  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 

 

d) Rincian Tugas Harian Direksi:
9
 

1) Rincian Tugas Harian Direktur Utama 

                                                 
9
 Job Description PT. BPRS Kota Mojokerto. 
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a) Membuat usulan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta 

rencana kerja lainnya yang terkait dan pelaksanaan usaha dan 

kegiatan Perusahaan kepada Dewan komisaris & RUPS. 

b) Mengawasi pelaksanaan strategi dan perencanaan bisnis yang 

tertuang dalam rencana kerja  dan anggaran Perusahaan  dan 

kebjakan Perusahaan  yang telah diputus dan diusulkan oleh 

Direksi  serta minta pertanggung jawaban kepada Direktur  

dalam hal terjadi penyimpanagan  atas rencana kerja dan 

anggaran Perusahaan. 

c) Mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan Perusahaan 

yang telah ditetapkan  oleh Direksi  dan Dewan komisaris  

dalam hal – hal yang berkaitan  dengan risk management, asset 

ability  management, informasi teknik system, invesment, 

pembiayaan dan SDM. 

d) Memantau hasil pelaksanaan audit untuk memastikan terjadinya 

complienci terhadap seluruh kebijakan  yang telah dipantau oleh 

Direksi, termasuk kepada komite. 

e) Mengawasi dan mamantau pelaksanaan penghapus bukuan  

kredit macet dengan hasil keputusan Direksi dan selanjutnya 

dipertanggung jawabkan kepada RUPS. 

f) Membina dan memelihara hubungan baik  dengan investor dan 

pemegang saham. 

g) Melakukan pembinaan  kepada Direktur dan  Para pegawai. 
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h) Melaksanakan tindakan lain baik yang menyangkut pengelolaan  

perusahaan maupun kepemilikan perusahaan sesuai dengan 

anggaran  dasar yang telah ditetapkan oleh RUPS, dan lain –lain 

yang bersifat kedinasan. 

 

2) Rincian Tugas Harian Direktur  

a) Menerjemahkan visi dan arah strategi perusahaan dalam bentuk 

rencana kerja  dan strategi bisnis. 

b) Membuat rencana kerja dan anggaran di bidang investasi, 

operasi  berdasarkan breakdown dari coperate target yang telah 

ditetapkan oleh Direksi. 

c) Mengambil keputusan dalam batas-batas wewenang yang telah  

ditetapkan oleh Direktur Utama. 

d) Membuat usulan kepada Dirut untuk pembinaan dan 

pengembangan di segala bidang. 

e) Membina dan meningkatkan kemampuan  kepada semua kabag 

dan kasi  dengan cara memberikan coaching dan monitoring. 

f) Memperhatikan rekomendasi auditor tentang perbaikan – 

perbaikan sebagai tanggapan positif atas temuan-temuan audit  

di segala bidang. 

g) Mengembangkan kegiatan bisnis dalam segalan bidang  sesuai 

dengan rencana kerja  dan anggaran tahunan. 
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h) Mengelola organisasi secara efektif dan efisien  sehingga dapat 

mendukung misi  dan target anggaran perusahaan  yang telah 

ditetapkan. 

i) Membina hubungan bisnis dengan nasabah. 

j) Memantau dan mengevaluasi  perkembangan  kinerja di segala 

bidang. 

k) Menyususn rencana pemasaran untuk kegiatan bisnis di semua 

produk. 

l) Mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menjamin 

bahwa anggaran  yang telah ditetapkan  dapat dicapai  dengan 

baik. 

m) Membuat dan mengambil keputusanan Strategi  bersama Dirut 

untuk kemajuan Perusahaan  sesuai dengan misi dan visi  

Perusahaan. Dan lain- lain yang  dipandang perlu 

3) Rincian tugas utama kabag marketing dan operasional 

Tugas Utama Kabag Marketing 

a) Mengkoordinir aktivitas di bidang pembiayaan. 

b) Merumuskan pemasaran produk-produk dan jasa bank/ 

c) Merumuskan pengembangan jaringan usaha bank.  

Tugas Utama Kabag Operasional 

a) Mengkoordinir aktivitas di bidang operasonal agar berjalan 

lancer, tertib dan aman. 

b) Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan baik di bagian 
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front office maupun back office. 

c) Bertanggung jawab keamanan program/system sesuai prosedur 

yang ada. 

 

D. BAZNAS Kota Mojokerto 

1. Sejarah BAZNAS Kota Mojokerto 

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 581 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 

1999. Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS), memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat semakin menguatkan peranan BAZNAS sebagai lembaga yang 

berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 

Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai 

lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung 

jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS 

bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat 

yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian 

hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. 

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, 

dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

138 

 

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat 

Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi 

dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. 

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi 

dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

2. Tugas BAZNAS 

BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas 

pengelolaan zakat secara nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 

UU No. 23 tahun 2011 Tentang Penggelola Zakat, bahwasanya dalam 

melaksanakan tugas, BAZNAS juga menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat;  

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 

Dengan regulasi pemerintah pusat tentang pengelolaan zakat, infaq, 

sedekah dan dana sosial lainnya, maka akan menjadi dasar hukum pemerintah 

daerah untuk menyelenggarakan BAZNAS di daerah masing-masing baik 

tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. 

 

3. Tata Kerja BAZNAS Povinsi dan Kabupaten / Kota 
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Badan Pelaksana BAZNAS provinsi dan Kabupaten / Kota bertugas: 

a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, 

pendistribusian  dan pendayagunaan zakat. 

b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan 

rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

c. menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat. 

d. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, 

informasi, dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat. 

 

Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka pembentukan BAZNAS 

Kota Mojokerto, maka diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto 

Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan sedekah. Setelah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk 

kepengurusan badan amil zakat atas usulan dari Kantor Departemen 

Agama Kota Mojokerto.  

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi  

dan peninjauan tehadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2003 yang dirasa hasilnya kurang maksimal, maka Pemerintah Kota 

Mojokerto menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 

2009 tentang pedoman teknis pemungutan zakat pendapatan, infak, dan 

sedekah bagi PNS, karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan warga 

masyarakat Kota Mojokerto.  
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Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan 

Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang 

Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor. 188.45/ 666/ 417. 104/ 

2007 tentang pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode Tahun 2007 – 

2010. 

Pada Tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan  

perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 

tentang zakat, infak, dan sedekah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Peraturan 

Daerah tersebut adalah menetukan besaran nilai infak pegawai negeri sipil 

struktun maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan 

golongannya.
10

 

BAZNAS Kota Mojokerto adalah sebuah badan otonom yang 

berkedudukan sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di jalan Gajah 

Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto,  yang mengelola zakat, infak, dan 

sedekah serta dana sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota 

Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota 

Mojokerto. Keberadaan BAZNAS di Kota Mojokerto sangatlah berarti dan 

mempunyai nilai strategis bagi masyarakat Kota Mojokerto, BAZNAS 

kota Mojokerto memiliki beberapa program kegiatan penyaluran dan 

pendayagunaan dana ZIS kepada Ashnaf, fakir- miskin (beasiswa rutin, 

                                                 
10

 Wawancara dengan Hanan pelaksana Bidang Administrasi Keuangan BAZNAS Kota 

Mojokerto. 
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biaya kesehatan, perbaikan rumah, dan lain-lain), Ashnaf Ibnu Sabil (biaya 

perjalanan orang terlantar), Ashnaf Sabilillah (bantuan khitanan massal, 

koperasi syariah), Ashnaf Amil (biaya administrasi dan ATK distribusi 

ZIS, transport studi banding ke BAZNAS pusat, dan lain-lain). 

Peran strategis BAZNAS Kota Mojokerto untuk pengembangan 

UKM dan IKM Kota Mojokerto adalah penyaluran dana infaq sedekah 

untuk mendukung program pusar yaitu dalam bentuk subsidi margin 

pembiayaan murabahah, biaya administrasi pembiayaan, biaya premi 

asuransi jiwa bagi debitur program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) 

berkerjasama dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, DISKOUMINAKER, 

MES Kota Mojokerto. 

4. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Mojokerto 

Gambar 3.3 

  Struktur Organisasi Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) 

Kota Mojokerto.
11

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Hurriyatul Alfi, “Efektifitas Program Pembiayaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Terhadap 

Usaha Peserta Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2014.   

KEPALA KANTOR BAZ 
KOTA MOJOKERTO 

DEVISI 
ADMINISTRASI 

DAN KEARSIPAN 

DEVISI 
PENGUMPULAN 

DAN PELAPORAN 

DEVISI 
SURVEY DAN 
DISTRIBUSI 

DEVISI 

KEUANGAN 

PENGURUS BAZ KOTA 
MOJOKERTO 
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Dalam menjalankan organisasi yang handal, efektif dan efisien 

BAZNAS Kota Mojokerto telah menetapkan bidang/devisi yang masing-

masing mempunyai tugas yang berbeda, tugas dari masing-masing devisi 

antara lain: 

a. devisi administrasi  dan kearsipan mempunyai tugas menerima 

pengajuan, mendokumentasi dan menginventarisir permohonan 

bantuan dari mustahiq secara periodik dan mendokumentasi surat 

masuk dan surat keluar.  

b. Selanjutnya adalah devisi pengumpulan dan pelaporan memiliki 

tugas untuk megumpulkan (zakat, infak, dan sedekah), menyusun 

laporan rekapitulasi pengumpulan, serta mendokumentasi 

bukti/kwitansi pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) setiap 

hari. 

c. Devisi survey dan distribusi memiliki tugas untuk melaksanakan 

survey muzakki dan mustahiq atas dasar pengajuan yang telas 

mendapatkan didisposisi oleh Kepala Kantor dan meyusun laporan 

hasil survey serta distribusi setiap bulan, triwulan dan tahunan.  

d. Devisi administrasi keuangan, devisi keuangan memiliki tugas yang 

lebih banyak dari devisi lainya. Berikut adalah tugas devisi keuangan: 

1) Menerima dan membukukan keuangan dari bagian pengumpulan 

(zakat, infak, dan sedekah) yang sudah diverifikasi dan 

ditandatangani oleh Kepala Kantor BAZNAS. 

2) Mengeluarkan dan membukukan keuangan untuk keperluan 
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distribusi (zakat, infak, dan sedekah) atas persetujuan Kepala 

Kantor BAZNAS atas dasar disposisi Pengurus melalui Ketua 

Pengurus BAZNAS 

3) Mendokumentasi bukti-bukti pemasukan (zakat, infak, dan 

sedekah) dan distribusi secara periodik. 

4) Menyetorkan uang ke Bank atas persetujuan Ketua dan Bendahara.  

5) Menyusun buku kas harian, bulanan, triwulan dan tahunan. 

6) Menyusun laporan arus kas dan neraca keuangan.. 

7) Membantu Bendahara Pengurus BAZNAS dalam membukukan 

keuangan dana hibah APBD Kota Mojokerto untuk operasional  

8) Membantu Bendahara dalam membuat Laporan Pertanggung 

jawaban keuangan dana hibah untuk operasional BAZNAS. 

9) Membantu pekerjaan administrasi keuangan Bendahara Pengurus 

 

5. Anggaran  BAZNAS Kota Kojokerto. 

Proyeksi anggaran BAZNAS Kota Mojokerto untuk Program dari 

tahun ke tahun sbb: 

a. Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) 

b. Tahun 2013 – 20014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) 

c. Tahun 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) 

d. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) 
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E. Program Pembiayaan Usaha Syariah 

1. Latar Belakang Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) 

Program PUSYAR berlandaskan Perda Nomor 03 pasal 20 ayat 3 

Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian 

diaplikasikan dengan MOU kerjasama PUSYAR. Tujuan pelaksanaan 

program PUSYAR ialah untuk memberdayakan UMKM yang ada di kota 

Mojokerto, karena potensi UMKM yang ada di kota Mojokerto cukup banyak 

namun kurang bisa mengembangkan usahanya karena faktor permodalan.
12

  

PUSYAR adalah program pembiayaan berdasarkan konsep syariah 

kepanjangan dari Pembiayaan Usaha Syariah. Program PUSYAR adalah 

pembiayaan yang dikhususkan  kepada pengusaha UKM/IKM Kota 

Mojokerto, kerjasama antara PT. BPR Syariah Kota Mojokerto, BAZNAS 

Kota Mojokerto dan Dinas Koperasi Perisdustrian dan Perdagangan 

(Diskoperindag) Kota Mojokerto dalam rangka pengembangan dan 

memberdayakan UKM/IKM Kota Mojokerto, mengingat potensi UKM/IKM 

di kota Mojokerto juga jumlahnya cukup banyak dan sangat beragam 

usahanya, namun perkembangannya kurang bagus, permasalahan yang 

dihadapi adalah disebabkan salah satunya adalah faktor permodalan.  

Masing-masing lembaga yang terlibat dalam proses program PUSYAR 

dalam pengimplementasian sudah memberikan  kontribusi yang cukup sesuai 

dengan tupoksi tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya proses 

perijinan untuk menjadi peserta program PUSYAR yang tertuang dalam 

                                                 
12

 Feny Indrasari dan Tauran, Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Dalam Upaya Mensejahterakan 

Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM, yang Dilaksanakan Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto 

( Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA). 
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mekanisme pengajuan program PUSYAR. Sehingga masing-masing pihak 

dalam program ini saling memberikan pengaruh yang besar untuk kesuksesan 

proses perijinan. Program ini memberikan pembiayaan modal kerja kepada 

UKM/IKM Kota Mojokerto dengan syistem syari’ah. Debitur yang 

mendapatkan pembiayaan program ini tidak dibebankan margin murabahah, 

biaya administrasi dan premi asuransi jiwa. Biaya-biaya tersebut kesemuanya 

ditanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto yang diambilkan dari dana Infaq 

dan Shodaqoh sebesar 15%. Sehingga dengan adanya program PUSYAR 

sengat membantu para pengusaha UKM/IKM yang ada di kota Mojokerto 

supaya bisa mengembangkan usahanya. 

Program PUSYAR ada dua macam yaitu, PUSYAR jilid I dan 

PUSYAR jilid II. Pertama, PUSYAR jilid I besarnya plafond pembiayaan 

Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu angsuran 

12 bulan samapai dengan 18 bulan dan diperuntutkan bagi UMKM ataupun 

IKM kota Mojokerto ataupun PNS yang keluarganya memiliki usaha. Kedua, 

PUSYAR jilid II besarnya plafond pembiayaan Rp. 10.000.000,- sampai  

dengan Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu angsuran 24 bulan fasilitas ini 

diperuntukkan UKM dan IKM yang bergerak dibidang ekonomi kreatif dan 

menjual produk unggulan khas Kota Mojokerto seperti usaha batik, 

handycraff, alas kaki, pengrajin miniatur perahu layar, makanan ringan dan 

catering. 
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2. Landasan Kerjasama Pelaksanaan Program Pembiayaan Usaha Syariah 

(PUSYAR) 

Di atas telah diuraikan bahwa program PUSYAR adalah bersifat 

khusus yang pelaksanaannya melibatkan beberapa lembaga, maka secara 

operasional harus ada kesepakatan antar lembaga dalam bentuk nota 

kesepahaman, antara lain: 

a. Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Kota Mojokerto dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, 

Nomor : 02/B/417.602/V/2016, 0898/BAZNAS KOTA.MR/V/2016, 

tanggal, 16 April 2016, tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan 

Usaha Syariah (PUSYAR) Bagi Usaha Kecil Menengah dan Industri 

Kecil Menengah Kota Mojokerto. 

b. Nota Kesepahaman antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota 

Mojokerto dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dan 

Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto, Nomor:  

025/B/417.602/V/2016, Nomor: 897/BAZNAS KOTA.MR/V/2016, 

Nomor: 188.4/1014/417.305/2016, dan Nomor : 01/ MoU/ IV/ MES/ 

2016 

c. Pihak  BPRS  Kota  Mojokerto  selaku  penyedia  dana  memberikan 

pinjaman kepada  UKM  dan  IKM  Kota  Mojokerto  pesrta  program 

PUSYAR dengan plafon Rp 750.000,- sampai Rp 10.000.000,- dengan 

akad Qardhul Hasan. Dalam hal ini pihak BPRS sanggup 
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menyediakan dana untuk PUSYAR sebesar Rp 1.000.000.000,- pada 

setiap tahunnya dan akan meningkat seiring kemampuan BAZNAS 

menyediakan anggran. 

d. Pihak BAZNAS Kota Mojokerto, menanggung semua biaya marjin 

pembiayaan, biaya administrasi dan biaya asuransi peserta program 

PUSYAR dan membayarkannya pada pihak BPRS sesuai  dengan 

kesepakatan. 

e. Pihak Diskoperindag Kota Mojokerto berkewajiban melakukan 

evaluasi apakah UKM dan IKM calon debitur PUSYAR masih 

menikmati fasilitas pembiayaan program dari Diskoperindag atau 

bahkan punya tunggakan fasilitas program. Apabila tidak ada  fasilitas 

atau tunggakan pembiayaan program Diskoperindag, maka   dalam hal 

ini pihak Diskoperindag Kota Mojokerto akan menerbitkan surat 

rekomendasi. 

f. Pihak MES Kota Mojokerto berkewajiban melakukan pengawasan 

terhadap usaha debitur program PUSYAR dan pembinaan terhadap 

UKM dan IKM baik dibidang bisnis maupun spiritual kepada  mereka, 

termasuk pembinaan  dalam hal manajemen usaha. 

 

3. Kebijakan dan Ketentuan Umum Pembiayaan.  

Dari hasil wawancara dengan Direktur Utama dan Kepala Bagian 

Marketing telah disampaikan tentang Kebijakan Umum Pembiayaan pada 

PT. BPRS Kota Mojokerto, sebagai berikut:  

a. Kebijakan umum pembiayaan  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

148 

 

1) Ketentuan umum dalam bidang pembiayaan yang ditetapkan oleh 

manajemen guna menentukan arah serta tujuan yang disesuaikan 

dengan kondisi dan peraturan yang berlaku 

2) Kebijakan pembiayaan yang berpedoman kepada prinsip syariah 

dan kehati-hatian serta ditunjang dengan pengembangan perangkat 

Bank serta pengawasan yang efektif, efisien dan terpadu 

menciptakan suatu kualitas aktiva produktif yang sehat dan 

dinamis. 

3) Setiap kegiatan pembiayaan yang diberikan harus dijiwai oleh 

prinsip kehati-hatian dengan semangat untuk menghindarkan diri 

dari pemberian pembiayaan yang spekulatif dan berisiko tinggi. 

b. Prinsip-prinsip Dasar Pembiayaan. 

1) Fasilitas pembiayaan harus memenuhi tujuan kemaslahatan, halal, 

baik, adil dan ridha Allah SWT serta tidak boleh diberikan untuk 

tujuan riba, maisir, gharar dan bathil. 

2) Setiap pemberian pembiayaan didasarkan atas prospek usaha, 

kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas dan 

kemampuan membayar 

3) Setiap persetujuan pembiayaan harus mempertimbangkan penilaian 

seluruh pembiayaan dari pemohon yang telah diberikan oleh Bank 

dan atau bank lain (konsep hubungan total pemohon 

pembiayaan/one obligor concept) 
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4) Seluruh pemberian pembiayaan diarahkan kepada pencapaian 

kualitas pembiayaan yang baik dan berpedoman pada ketentuan-

ketentuan Bank Indonesia, OJK yang berlaku dan tercermin dari 

beberapa ukuran sebagai berikut : 

a) Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) :  

b) pembatasan yang dikenakan dalam pemberian pembiayaan 

dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan 

ketentuan BMPP, sehingga tidak terpusat pada peminjam 

dan/kelompok peminjam tertentu.  

c) Penyisihan Piutang Aktiva Produktif (PPAP) :  

d) cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari 

baki debet berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva 

Produktif. 

e) Financing to Deposit Ratio (FDR) :  

f) perbandingan antara pembiayaan yang diberikan terhadap dana 

pihak ketiga termasuk pinjaman diterima dengan jangka waktu 

lebih dari 3 (tiga) bulan. FDR harus selalu terjaga pada kondisi 

yang sesuai dengan standard yang ditetapkan Bank Indonesia. 

g) kolektibilitas: keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok 

dan kewajiban oleh nasabah. 

h) Agunan Pembiayaan PUSYAR 

(1) Nilai agunan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA 

sbb : 
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(a) Agunan tunai berupa tabungan, deposito, setoran 

jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai 

dengan surat kuasa pencairan, paling tinggi sebesar 

100%; 

(b) Agunan berupa tanah dan/atau bangunan sebagai tempat 

tinggal yang diikat dengan hak tanggungan, paling 

tinggi sebesar : 

(2) 70% dari nilai wajar jika Penilaian Independen dilakukan 

dalam 18 bulan terakhir atau penilaian intern dilakukan 

dalam 12 bulan terakhir. 

(3) 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar jika Penilaian 

Independen melampaui 18 bulan namun belum melampaui 

24 bulan terakhir atau Penilaian intern melampaui 12 bulan 

namun belum melampaui 18 bulan terakhir 

(4) 30% dari nilai wajar jika Penilaian Independen 24>x<30 

bulan terakhir atau Penilaian intern 18>x<24 bulan terakhir 

(5) 0% dari nilai wajar jika penilaian Independen >30 bulan 

terakhir atau penilaian intern >24 bulan terakhir. 

 

i) Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang terdiri dari : 

Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjad: Lancar, Kurang 

Lancar,  Diragukan, dan Macet  
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j) Kualitas Pembiayaan 

(1) Berdasarkan faktor penilaian, Kualitas Pembiayaan  terdiri 

dari :  

(a) Prospek Usaha, penilaian terhadap prospek usaha 

meliputi : Potensi pertumbuhan usaha; Kondisi pasar 

dan posisi nasabah dalam persaingan; Kualitas 

manajemen dan permasalahan tenaga kerja; Dukungan 

berbagai pihak. 

(b) Kinerja (performance) nasabah, penilaian terhadap 

kinerja nasabah meliputi : Perolehan laba; Struktur 

permodalan; Arus kas; dan Sensitivitas terhadap risiko 

pasar. 

(c) Kemampuan membayar, penilaian terhadap kemampuan 

membayar meliputi : Ketepatan pembayaran pokok dan 

marjin/bagi hasil/fee; Ketersediaan dan keakuratan 

informasi keuangan nasabah; Kelengkapan dokumentasi 

Pembiayaan; Kepatuhan terhadap perjanjian 

Pembiayaan; Kesesuaian penggunaan dana, dan 

Kewajaran sumber pembayaran kewajiban. 

k) Pembiayaan Layak Untuk di Proses 

Setiap permohonan Pembiayaan harus dianalisa kelakayan 

usahanya, meliputi aspek : 
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(1) Pengenalan nasabah, aspek : character, capital, capacity, 

collateral dan conditions (5C) plus Constrains  

(2) Keyakinan bahwa usaha yang dibiayai layak dan 

mempunyai potensi berkembang 

(3) Penelaahan atas tujuan penggunaan pembiayaan guna 

terhindar dari risiko pengambilan keputusan (persyaratan 

pembiayaan) yang tidak akurat 

(4) Pengkajian atas kemampuan pembayaran kembali 

(repayment capacity) 

(5) Analisa dan perhitungan yang tepat mengenai agunan 

pembiayaan, dengan memastikan kebenaran obyek dan nilai 

agunan serta keabsahan dokumen agunan tersebut 

berdasarkan prinsip kehati-hatian 

(6) Pencantuman secara transparan analisa atas manfaat dan 

risiko yang timbul akibat pemberian pembiayaan (risk and 

return trade off), baik berupa finansial maupun legal yang 

terjadi sebelum, selama, maupun sesudah pemberian 

pembiayaan atau pemberian komitmen lain yang dapat 

menimbulkan kewajiban bagi Bank. 

 

4. Pembinaan dan Pelatihan UKM dan IKM oleh Diskoperindag. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aris, Diskoperindag Kota Mojokerto 

mempunyai tugas dan tanggung jawab Pembinaan dan pelatihan yang 

dilakukan oleh Diskoperindag Kota Mojokerto merupakan wujud 
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pemberdayaan sebagai motivasi atau dorongan bagi UKM dan IKM secara 

khususu dan kepada masyarakat secara umum untuk mengasah kemampuan 

yang mereka miliki serta dapat menjadikan bekal ilmu pengetahuan dan 

keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri. Dalam 

mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, Diskoperindag 

menyediakan pelayanan seperti Klinik UMKM yang bekerjasama dengan 

pemerintah provinsi Jawa Timur. Di Klinik UMKM, calon maupun pengusaha 

UMKM terutama untuk pengembangan usahanya dapat berkonsultasi 

mengenai rencana atau pengembangan usaha yang dijalankannya. 

Keterbatasan SDM pengusaha UKM dari segi pendidikan formal 

maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap 

manajemen pengelolaan usahanya, termasuk minimnya pengetahuan mengenai 

teknologi akan menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing produk 

yang dihasilkan sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan 

optimal. Oleh karena itu betapa pentingnya program pembinaan dan pelatihan 

yang dilakukan oleh Diskoperindag Kota Mojokerto ini sangat berguna untuk 

memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam 

mengembangkan usaha yang dijalankannya. 

a. Peningkatan promosi produk 

Dalam hal ini kegiatan peningkatan promosi produk yang 

dilakukan oleh Diskoperindag yaitu berupa kegiatan seperti bazar atau 

pameran UMKM. Selain itu, kegiatan ini biasanya diadakan di luar kota 

bahkan sampai ke luar pulau, kegiatan ini juga bekerjasama dengan 
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pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mempermudah suatu wilayah 

dalam bekerjasama dengan provinsi lain. Diskoperindag Kota Mojokerto 

dalam hal ini melakukan kegiatan promosi produk rutin setiap tahun 

dengan lokasi yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman lokasi serta 

peserta UMKM dari seluruh penjuru di Indonesia, hal tersebut bermanfaat 

untuk memperluas jaringan pema saran UMKM sampai ke tingkat 

internasional. 

b. Kurangnya akses pemasaran produk. 

Secara umum pemasaran produk UMKM memiliki lokasi yang 

saling berdekatan. Produk yang dihasilkan pun juga terkadang sama. Oleh 

karena itu, persaingan di dalam pemasaran produknya merupakan hal yang 

wajar terjadi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika pengusaha UKM 

mampu meningkatkan kreativitas mereka dengan memproduksi varian 

produk yang berbeda, tetapi  masih dari bahan baku yang sama. Karena 

dengan adanya persaingan seperti itu mereka akan semakin sulit untuk 

memasarkan hasil produknya. Inilah yang menjadi kendala mereka di 

dalam memasarkan hasil produknya. 

 

5. Operasional Transaksi Program Pembiayaan Usaha Syariah 

a. Kriteria Transaksi Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) 

1) Sebagaimana uraian pada bab terdahulu, bahwa yang bisa 

diberikan fasilitas pembiayaan PUSYAR adalah warga (ber KTP) 

Kota Mojokerto. 

2) Mempunyai usaha sebagai UKM atau IKM di Kota Mojokerto. 
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3) Tidak mempunya tunggakan pembiayaan pada bank lain atau tidak 

sedang menerima fasilitas pembiayaan program  dari 

Diskoperindag. 

4) Tidak dalam menkmati fasilitas program pembiayaan atau 

mempunyai tunggakan pembiayaan di Diskoperindag Kota 

Mojokerto. 

b. Syarat-syarat pembiayaan PUSYAR. 

1) Foto copy KTP suami dan istri (2 lembar) 

2) Foto copy kartu keluarga dan surat nikah (2 lembar) 

3) Jaminan asli (sertifikat dan/atau BPKB) 

4) Surat keterangan usaha (minimal dari kelurahan) 

5) Surat keterangan domisili 

6) Menyerahkan materai @Rp. 6.000,- sebanyak 6 lembar 

6. Proses Pengajuan dan realisasi pembiayaan PUSYAR. 

Prosedur permohonan program PUSYAR adalah sebagai berikut:
13

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
13

 Hurriyatul Alfi, C04210108 “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Murabahahh 

Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota 

Mojokerto” 2014. 
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Gambar 3.4 
Prosedur Permohonan Program PUSYAR  

 

Gambaran umum prosedur permohonan pembiaya PUSYAR di PT. 

BPRS Kota Mojokerto yang sudah dinyatakan layak untuk diproses, sebagai 

berikut:  

a. Calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan dengan berkas 

persyaratan yang telah ditentukan. 

b. PT. BPRS menerima berkas permohonan yang sudah lengkap, ditindak 

lanjuti denganproses analisa kelayakan UKM dan IKM. 

c. Saat berkas diperiksa Diskoperindag Kota Mojokerto, maka 

Diskoperindag memeriksa riwayat UKM dan IKM, apakah calon 

nasabah tersebut  memiliki  tunggakan yang belum dilunasi pada 

Diskoperindag. Jika calon nasabah PUSYAR mempunyai  tunggakan, 

maka Diskoperindag tidak akan direkomendasikan untuk diproses. 

MASYARAKAT 

EKONOMI 

SYARIAH 

7. Pendampingan 
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d. Setelah survey kelayakan dinyatakan layak, maka BAZNAS dan 

Diskoperindag Kota Mojokerto memberikan surat rekomendasi. 

e. Maka selanjutnya berkas persyaratan program PUSYAR dan surat 

rekomendasi dari Diskoperindag diserahkan kepada PT. BPR Syariah 

Kota Mojokerto 

f. PT. BPR Syariah Kota Mojokerto memproses pembiayaan tersebut 

sampai merealisasikan pembiayan dan mengajukan biaya-biaya yang 

timbul, margin murabahah, premi asuransi dan administrasinya. 

 

7. Proses pengajuan dan realisasi fasilitas penyaluran Pembiayaan Usaha 

Syariah sebagai berikut: 

a. Account Officer 

1) Terima berkas permohonan calon nasabah dan melakukan 

pemeriksaan apakah kebutuhan nasabah dapat dipenuhi dengan 

menggunakan skema Murabahah. 

2) Memastikan pemohon termasuk dalam target market atau target 

customer yang telah ditetapkan oleh Bank dalam program 

PUSYAR. 

3) Apabila pemohon termasuk dalam target program, proses 

selanjutnya melakukan pemeriksaan administrasi, apakah pemohon 

perorangan dan berprofesi sebagai pegawai atau karyawan dan atau 

sebagai pengusaha UKM atau IKM. 

4) Memastikan bidang usaha pemohon sesuai dengan kreteria 
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program dan sesuai dengan prinsip syariah. 

5) Periksa berkas pemohon, apakah telah membuat permohonan 

pembiayaan PUSYAR dan sudah melengkapi berkas-berkas 

sebagai persyaratan, sebagai berikut: 

a) Identitas diri pemohon dan pemilik barang jaminan/penjamin: 

KTP, KK, Surat Nikah, Surat persetujuan istri/suami. 

b) Surat Permohonan Pembiayaan yang menjelaskan tentang 

kebutuhan pembiayaan, besarnya pembiayaan, jangka waktu 

dan sumber pembayaran. 

c) Keterangan mengenai usaha: Akte Pendirian (kalau ada), 

Pemilik dan Pengurus Perusahaan, Surat  Ijin Usaha, Surat Ijin 

Tempat Usaha, dan NPWP. 

d) Identitas diri para pemilik, pengurus perusahaan dan pemilik 

jaminan/penjamin: KTP, KK, Surat Nikah, persetujuan 

suami/istri. 

e) Informasi keuangan, dan Rencana kerja usaha pemohon.  

6) Untuk UKM dan IKM yang  Berbadan Hukum: 

a) Surat Permohonan Pembiayaan yang menjelaskan kebutuhan 

pembiayaan, besar pembiayaan, jangka waktu dan sumber 

pembayaran. 

b) Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman atas akte 

pendirian perusahaan sebagai Badan Hukum, Surat Ijin Usaha, 

NPWP dan lain-lain. 
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c) Identitas diri para pemilik, pengurus perusahaan, pemilik 

barang jaminan/penjamin (KTP, KK, surat nikah, dan 

persetujuan suami/istri). 

d) Informasi keuangan pemohon dan Rencana kerja usaha 

pemohon. 

7) Melakukan analisa terhadap data ekonomis / keuangan dan 

meminta analisa yuridis kepada legal officer. 

8) Berdasarkan  hasil  analisa ekonomi dan analisa yuridis, 

selanjutnya hasil analisa Memorandum Komite Pembiayaan 

(MKP) diajukan kepada Komite pembiayaan sesuai format yang 

telah ditentukan. 

9) Berdasarkan MKP ikuti Prosedur Umum Penyaluran Pembiayaan. 

10) Setelah akad ditanda-tangani, siapkan surat kuasa kepada nasabah 

untuk dan atas nama Bank melakukan negosiasi dengan supplier 

dan menerima barang yang dibelidari supplier, atau 

11) Siapkan perjanjian wakalah kepada nasabah untuk membeli barang 

atas nama bank, dan tanda terima uang. 

12) Mintakan surat tanda terima barang dari supplier oleh nasabah 

selaku kuasa Bank dan Surat Tanda Terima Barang oleh nasabah 

sebagai realisasi pembelian barang dari Bank kepada nasabah. 

b. Legal officer. 

1) Terima dan periksa berkas data yuridis dari Account Officer. 

2) Memriksa kelengkapan dokumen/berkas yuridis dari Account 
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Officer, melakukan Bank Checking.  

3) Melakukan analisa yuridis dan hasilnya disampaikan kepada 

Account Officer dalam bentuk Memorandum Analisa Yuridis.  

4) Calon nasabah menyerahkan asli agunan (SHM, IMB, SPPT) 

untuk disaerahkan kepada legal yang kemudian akan diteruskan 

kepada notaris untuk dibuatkan akad pembiayaan dan melakukan 

pengikatan secara notariil dihadapan notaris. 

5) Proses droping pembiayaan melampirkan kelengkapan data-data 

yang dibutuhkan oleh support pembiayaan. 

 

c. Komite penyaluran dana  

1) Proses persetujuan pembiayaan dilakukan melalui forum komite 

Penyaluran Dana yang membahas MAP. 

2) Komite Penyaluran Dana diketuai oleh Direktur Bank dan anggota-

anggotanya ditunjuk dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi 

Bank. 

3) Keputusan Komite Penyaluran Dana dapat berupa Persetujuan, 

Persetujuan Dengan Syarat atau Penolakan dengan alasan yang 

dikemukakan dengan jelas. 

4) Bila proposal disetujui, maka para anggota Komite membubuhkan 

tanda-tangan pada kolom yang telah disediakan pada MAP. 

5) Kewenangan komite untuk memberikan persetujuan Penyaluran 

Dana maksimum adalah sebatas kewenangan direksi Bank yang 

telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 
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d. Operasi Penyaluran Dana 

1) Berdasarkan MRP lakukan pembayaran atas harga beli barang 

kepada supplier dan lakukan pembukuan, sesuai Pedoman 

Akuntansi 

2) Selanjutnya ikuti prosedur umum operasi Penyaluran Dana. 

 

e. Divisi manajemen risiko 

1) Proposal pembiayaan, Bank Checking, Analisa yuridis 

2) Taksasi jaminan (penilaian Appraisal Independen) 

3) Laporan keuangan, Cashflow dan Rencana Anggaran & Biaya 

(kalau ada) 

4) Dokumen kontrak kerja (kalau ada) 

 

8. Realisasi Pembiayaan Usaha Syariah pada PT. BPRS Kota Mojokerto 

1) Aplikasi Akad Murabahah 

Pembiayaan Usaha Syariah pada BPR Syariah Kota Mojokerto 

sebagai amanat Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka membantu 

permodalan kepada pengusaha UKM dan IKM Kota Mojokerto. 

Pembiayaan PUSYAR, BPRS adalah bank yang ditunjuk sebagai 

pelaksana dan yang menyediakan pembiayaan untuk UKM dan IKM 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nasabah berkewajiban 

membayar dengan cara mengangsur sesuai jangka waktu sebesar 

pokoknya saja, sedangkan margin, biaya administrasi dan premi 

asuransi ditanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto. 
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2) Wawancara dengan Nasabah PUSYAR. 

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah UKM dan 

IKM antara lain dengan : 

a) Bapak Budi Pandowo; alamat jl. Sinoman V/17 Mojokerto, 

beliau dapat fasilitas pembiayaan usaha syariah sudah hamper 

dua tahun, sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) 

angsuran Rp. 1.250.000,-/ bln, fasilitas pembiayaan tersebut 

untuk usaha pembuatan miniatur kapal laut dengan segala jenis 

dengan harga per unit mulai Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 

200.000,-, pola penjualan eceran dan pesanan, dan 

pemasarannya pelanggannya sudah bisa masuk pasar pulau 

jawa. Omset Pak Budi rata-rata penjualan bisa Rp. 5.000.000,-

/minggu dan bisa lebih, yang bersangkutan kalau 

pembiayaannya lunas mau menta di beri pembiayaan lagi. 

b) Ibu Mardian, alamat Kenatan gg.7, Mojokerto, pagi sebagai 

pedagang ayam potong di pasar dan sore hari  ayam goreng 

( penyetan) pekerjaan ini sudah dijalani selama 22 tahun, beliau 

dapat fasilitas pembiayaan pusyar sebesar Rp. 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah) jangka waktu 18 bulan, angsuran per 

bulan sebesar Rp. 570.000,-/bln, Omset sehari kurang lebih Rp. 

2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) 
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Dari hasil wawancara dengan dua orang tersebut yang sedang 

menikmati fasilitas program pembiayaan usaha syariah mereka merasa 

terbantu dari sisi permodalan, sehingga dapat mengembangkan usaha 

mereka, karena dengan adanya pembiayaan pusyar ini bisa 

meningkatkan produktifitas dan keuntungan juga mengalami 

peningkatan. Pengalaman mereka pada saat mendapatkan fasilitas 

pembiayaan PUSYAR merasa tenang karena transaksi dengan bank 

syariah dan alas an mereka rata-rata hamper sama, antara lain: 

a) Insya Allah bisnis mereka barakah. 

b) Angsuran sangat ringan karena hanya bayar pokoknya saja. 

c) Sudah bisa lepas dari hutang renternir yang dirasa berat. 

d) Bisa mengangsur tepat waktu dan tidak mengganggu keuangan 

bisnis. 

 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mendapatkan 

kesan bahwa debitur pembiayaan usaha syariah mempunyai kometmen 

yang tinggi untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dengan alas an 

sudah tertolong dari sisi permodalan yang sangan ringan. Begitu juga 

informasi yang peneliti dapat dari bagian markrting memberikan 

keterangan yang sama, namun tetap dilaklukan pemantauan dan 

kunjungan. 


